
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah Kabupaten Datam lingkungan Oaerah lstimewa 

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi 

Daerah Jstimewa Yogyakarta; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Steman Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Steman; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sfeman Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Pemerintah Kabupaten 

sreman. 

bahwa berdasarkan Pasaf 65 Peraturan Daerah Kabupaten Steman 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Steman perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sadan Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

BUPATI SLEMAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN 8UPATI SLEMAN 

NOMOR : 37 TAHUN 2009 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI SLEMAN 



(3) Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah; 

b. pefaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah; 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana 

pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sadan Perencanaan Pembangunan Oaerah mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan 

daerah. 

Pasal2 

BABII 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSf, DAN SUSUNAN ORGANlSASI 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

2. Bupati ialah Bupati Steman~ 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adafah Sadan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Steman. 

4. Kepafa Sadan iafah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Oaerah Kabupaten 

Steman. 

5. Satuan org-anisasi adatah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana 

teknis, dan kefompok jabatan fungsionat pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten S1eman. 

6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Sadan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. 

Pasal1 

BABt 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATURAN BUPATJ SLEMAN TENTANG URAJAN TUGAS, 

FUNGSJ, DAN TATA KERJA SADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 



(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

(1) Susunan organi$asi Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah terdiri dart 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Perencanaan dan Evaluast 

c. Bidang Perdesaan terdiri dari: 

1. Subbidang Tata Ruang Perdesaan; 

2. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan 

3. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. 
d. Btdang Pefkotaan terdiri dari: 

1. Subbidang Tata Ruang Perkotaan; 

2. Subbidang Sarana dan Prasarana Pefkotaan; dan 

3. Subbidang Lingkungan Hidup. 
e. Bidang Ekonomi terdiri dari: 

1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 

2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata. dan 

3. Subbidang Ketenagakerjaan dan lnvestasi. 

f. Bidang Sosiat Budaya terdiri dari: 

1. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan 
3. Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan. 

g. Bidang Pengendafian dan Evatuasi terdiri dari: 
1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi-; 

2. Subbidang Penetitian dan Pengembangan; dan 
3. Subbidang Data den lnformasi. 

h. Unit Pelaksana Teknis; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal3 

c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah; 

d. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 



Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 
c. penyelenggaraan urusan umum; 

d. penyetenggaraan urusan kepegawaian; 

e. penyelenggaraan urusan keuangan; 

f penyefenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 

g. pengoordinasian penyetenggaraan tugas satuan organisasi; dan 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. 

Pasat5 

Sekretariat mempunyai tugas menyefenggarakan urusan umum, kepegawaian, 

.keuangan, .per:encanaan, svaluasi, dan _mengoor:dinasikan _pelaksanaan _tugas _satuan 
organisasi. 

Pasal4 

Bagian Kesatu 

Sekretariat 

BABttl 

URAtAN TUGAS DAN FUNGSl 

(8) Bagan susunan organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagaimana tersebut dafam- lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh 
tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah sena bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(6) Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepata Sadan melalui Sekretaris. 

(5) Setiap subbidang, dipimpin oteh kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepata Bidang. 

(4) Settap subbagian dipimpin oteh kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sadan melalui Sekretaris. 



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi; 

Subbagian Perencanaan dan Evafuasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
i 

Pasal11 

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai togas menyelenggarakan urusan 

perencanaan dan evaluasi. 

Pasat10 

Subbagian Keuangan dafam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan; 

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan 

keuangan;dan 

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan. 

Pasat9 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan. 

Pasat8 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; 

c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, 

informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; 

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, 

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai,, pembinaan pegawai serta tata usaha 

kepegawaian; dan 

e. evaluasi dan penyusunan Japoran pelaksanaan, rencana kerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal7 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

umum dan kepegawaian. 

Pasal6 



Subbidang Tata Ruang Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perdesaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan, 

pertanahan, dan tata ruang perdesaan; 

Pasal15 

Pasal 1·4 

Subbidang Tata Ruang Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang 

perdesaan. 

Pasal 13 

Bidang Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perdesaan; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, HngKungan 

hidup, dan sumber daya alam perdesaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang 

perdesaan~ 

d. penyetenggaraan, pengoordinasian, <fan pembinaan perencanaan sarana dan 

prasarana perdesaan; 

e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tingkungan hidup 

dan sumber daya alam perdesaan; 

f. penyetenggaraan evatuasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, 

prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya aJam perdesaan; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdesaan. 

Bidang Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan 

membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber 

daya alam perdesaan. 

Pasat12 

Bagian Kedua 

Bidang Perdesaan 

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 

d. penyetenggaraan evaluasi dan petaporan; 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 

Perencanaan dan Evaluasi. 



Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Atam dafam melaksanakan tugas 
mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ffngkungan hidup 

perdesaan dan energi dan sumber daya mineral; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup 

perdesaan dan energi dan sumber daya mineral; 

Pasat19 

Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Atam mempunyai tugas 

menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan lingkungan hidup 

perdesaan dan energi dan sumber daya mineraf. 

Pasal18 

Subbidang Sarana dan Pfasarana Perdesaan dafam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi·: 
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, 
perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; 

e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, 

perhubungan, dan komum'kasi dan informatika perdesaan; 

d, penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, 

perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana 

dan Prasarana Perdesaan. 

Pa·sal 17 

Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai tugas menyefenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan 

komunikasi dan informatika perdesaan. 

Pasal16 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perumahan, 

pertanahan, dan tata ruang perdesaan; 

d. penyetenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perumahan, pertanahan, 

dan tata ruang perdesaan; dan 

e. evafuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata 
Ruang Perdesaan. 



Subbidang Tata Ruang Perkotaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perkotaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata 

ruang perkotaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pertanahan dan 
tata ruang perkotaan; 

Pasal23 

Subbidang Tata Ruang Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan. 

Pasaf22 

Bidang Perkotaan dafam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perkotaan; 
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang, sarana, prasarana, dan 

lingkungan hidup perkotaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang 

perkotaan; 

d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan 

prasarana pefkotaan; 
e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup 

pefkotaan; 

f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, 

prasarana, dan Ungkungan hidup perkotaan; dan 

g. evaJuasi dan penyusunan Japoran pelaksanaan rencana kerja lfKfang Perkotaan. 

Pasal21 

Bidang Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan 

membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan rmgkungan hidup perkotaan. 

Pasal 20 

Bagian Ketiga 

Bidang Perkotaan 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup 

perdesaan dan energi dan sumber daya mineral; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. 



Subbidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang lingkungan Hidup; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan dan 

lingkungan hidup perkotaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perumahan dan 

lingkungan hidup perkotaan; 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perumahan dan 

lingkungan hidup perkotaan; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang 

Lingkungan Hidup. 

Pasaf27 

Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, 

dan membina perencanaan perumahan dan lingkungan hidup perkotaan~ 

Pasat26 

Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan datam melaksanakan tugas mempunyai 
fungsi,: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, 

perhubungan, dan komunikasi-dan informatika perkotaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, 
perhubungan" dan komunikasi dan infonnatika perkotaan; 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, 

perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan; dan 

e. evaluasi dan penyusunan faporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana 

dan Prasarana Perkotaan. 

Pasat25 

Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas menye1enggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan 

komunikasi dan informatika perkotaan. 

Pasal24 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata ruang 

perkotaan; dan 

e. eva1uasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata 

Ruang Perkotaan. 



Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tuga& 

mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, 

dan kehutanan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pertaniani 

perikanan, dan kehutanan; 

Pasat31 

Pasaf30 
Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas menyetenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan. 

Pasal29 
Bidang Ekonomi dalam mefaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, 

perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang penanian, 

perikanan, dan kehutanan; 

d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang 

perekonomian dan pariwisata; 

e. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pernbinaan perencanaan bidang 

ketenagakerjaan dan investasi; 
f. pelaksanaan evaluasi kebijakan ·teknis perencanaan pertanian, perikanan, 

kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ekonomi. 

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan 

membina perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, 

ketenagakerjaan, dan investasi. 

Pasat28 

Bagian Keempat 

Bidang Ekonomi 



Pasa135 
Subbidang Ketenagaketjaan dan lnvestasi dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ketenagakerjaan dan lnvestasi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian dan penanaman modal; 

Subbidang Ketenagakerjaan dan fnvestasi mempunyai tugas menyelenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan t(etenagakerjaan dan ketransmigrasian 

dan penanaman modaf. 

Pasat34 

Pasal33 
Subbidang Perekonomian dan Pariwisata dalam mefaksanakan tugas mempunyai 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang· Perekonomian dan Pariwisata; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan usaha kecit dan menengah, pariwisata, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pernbinaan perencanaan perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan usaha kecif dan menengah, pariwisata, dan 

pemberdayaan masyarakat; dan 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan 

pemberdayaan masyarakat; dan 

e. eva1uasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang 

Perekonomian dan Pariwisata. 

Subbidang Perekonomian dan Pariwisata mempunyai tugas menyetenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi 

dan usaha kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. 

Pasal32 

d. penyelenggaraan evatuasi kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan;dan 

e. evatuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan. 



Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, 

dan kebudayaan. 

Pasat38 

Pasat 37 

Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan· rencana kerja Bidang SosiaJ Budaya; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 

kesejahteraan sosial, kependudukan, ·dan pemerintahan; 

e, penyelenggaraan, pengoordinasianl dan pen,binaan perencanaan pendidikan dan 

kebudayaan; 

d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kesehatan dan 

kesejahteraan sosial; 

e. penyeJenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kependudukan 

dan pemerintahan; 

f. penyelenggaraan evatuasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, 

kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan pemerintahan; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sosial 

Buda ya. 

Pasal36 

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyetenggarakan, mengoordinasikan, dan 

membina perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosiaf, 

kependudukan, dan pemerintahan. 

Bagian Kelima 

Bidang Sosial Budaya 

c. penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian dan penanaman modal; 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian dan penanaman modal; dan 
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang 

Ketenagakerjaan dan tnvestasi. 



Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

mengoordinaStl<an. dan membina perencanaan kependudukan dan catatan sipil, 

otonomi daerah, pemerintahan umum" administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 

Pasat42 

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dafam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan SosiaJ; 

b. penyiapan bahan .J)erumusan kebijakan teknis perencanaan kesehatan keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dan sosiai; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kesehatan 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pernberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dan sosial; dan 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan kesehatan, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perfindungan 

anak, dan sosiaf; -dan 

e. evaJuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial. 

Pasa141 

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, 
mengoordinasikan, dan membina perencanaan kesehatan, keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial. 
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Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan dafam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan 

kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pendidikan 

kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kepemudaan 

dan olahraga, dan kebudayaan; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan petaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
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Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan togas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kefja Bidang Pengendalian dan Evaluasi; 

b. perumusan kebijakan teknis pengendaf1an dan evaluasi pembangunan daerah, 

penelitian dan .pengembangan, dan pengefolaan statistik dan informasi 

pembangunan daerah; 

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah; 
d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan 

pembangunan daerah; 
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Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan 

pengembangan pembangunan daerah, dan pengelolaan statistik dan informasi 

pembangunan daerah. 

Pasal44 

Bagian Keenam 

Bidang Pengendafian dan Evafuasi 

Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kependudukan dan 

catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daer:ah, 

perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik 

dalam negeri; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan kependudukan 

dan catatan sipit, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan 

politik dafam negeri; 

d. penyefenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan kependudukan dan catatan 

sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, persandian, dan kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang 

Kependudukan dan Pemerintahan. 
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Subbidang PeneJitian dan Pengembangan dalam meiaksanakan tugas mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penefitian dan Pengembangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 

pembangunan daerah; 

c. penye1enggaraan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan 

pembangunan daerah; dan 

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penelitian 

dan Pengembangan . 
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Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 
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Subbidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evafuasi perencanaan 

dan hasil pembangunan daerah; 

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring dan evaluasi perencanaan dan 

hasil pembangunan daerah; dan 

d. evaluasi clan penyusunan Japoran pelaksanaan rencana kerja Subbidang Monitoring 

dan Evaluasi. 
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Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan 

daerah. 

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengefofaan statistik dan informasi 

pembangunan daerah; 

f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, perpustakaan dan 

kearsipan; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian 

dan Evatuasi. 



(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. 
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(1) Kefompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebaglan tugas 

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian. 

Bagian K~ujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Unit Pefaksana T eknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Sadan Perencanaan Pembangunan 
Oaerah. 

Pasa152 

Bagian Keenam 

Unit Petaksana T eknis 
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Subbidang Data dan lnformasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbidang- Data dan lnformasi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan statistik, kearsipan, dan 

perpustakaan dan pengelolaan informasi pembanguflan daerah; 

c. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan statistik, 

kearsipan., dan perpustakaan; 

d. penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, kearsipan, dan 

perpustakaan; 

e. penyetenggaraan pengelofaan informasi pembangunan daerah; dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan 

lnformasi. 

Subbidang Data dan fnformasi mempunyai tugas menyetenggarakan, 

mengoordinasikan, dan membina perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan 

dan pengelofaan informasi pembangunan daerah. 
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(2) Setiap kepala satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan 

mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
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(2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi 

berdasarkan arahan Kepala Sadan, dan wajib menyampaikan laporan secara 
berkala. 

(1) Sekretaris mengoordlnasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi. 
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(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris. 

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan KepaJa Sadan~ 

Pasal56 

(2) Kepala Sadan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara 

berkafa metalui Sekretaris Oaerah. 

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

Bupati. 
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(2) Setiap kepafa satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing­ 

masing maupun antar satuan organisasi. 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah dalam melaksanakan tugas wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, clan simplifikasi dengan 

instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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BABIV 

TATAKERJA 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 

34/Kep.KDH/2003 tenfan9 Struktur Organisasi, Penjabaran Tt19as Pokok dan FU"9Si 

serta Tatakerja Badan Perencanaan Pemb8Jl9Uftan Daerah dicabut dan dinyatakan 

tktak bertaku._. 

Pasa162 

BAB.Vt 
-~ETENTV.AN PENUTUP 

Susunan k~awaian, jenjan9 kepa09katan, dan jabatan di lifl9ku"99n Badan 

Perencanaan Pemb8Jl9Unan Daerah diatur sesuai <ien9an peraturan perundan9- 
undan9an ya119 berlaku. 

B.Aay 
-~EPEGAWAJ.AN 

(3) Setiap laporan ya119 disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan 

disampaikan kepada satuan or~i fain y~ secara f~sional mempunyai 

hubu~an ketja. 

(2) Setiap laporan dari bawahan ya"9 diterima oleh kepala satuan or~anisasi diolah dan 

d~r9unakan seb~ai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan 

petunjuk k~a bawahan. 

(1} Setiap kepata satuan or9anisasi me~ikuti dan mematuhi petunjuk serta 

~ _jawab kepada atasan mas~i~ dan menyampaikan laporan 

berkala tepat _pada waktunya. 
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men,enai pelaksanaan t~as dan fu~ satuan or~anisasi masi~-masi~. 

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya 
. . . - 

satuan organisasi dibawahnya. 
- . 

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepata 
-· - 

Pasal59 
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SUTRISNO 

SERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI D 

SEKRETARlS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

Pada tanggal 8 Okt.ober- ~~1")()9 
Diundangkan di Steman. 

i,'l·SRI PURNOMO 

fl. .. ~AKfl BUPATI SLEMAN,4,'" 

Ditetapkan di Sleman. 

Pada tanggal 8 Oktober 2009 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Benla Oaerah Kabupaten Sleman. 

Peraturan Bupati ini mufai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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